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Aktivitas penambangan pasir di lereng Gunung Merapi yang sebagian besar dilakukan tanpa izin resmi

POTENSI PAJAK DAERAH DAN
TANTANGAN TAMBANG ILEGAL

Indonesia dianugrahi kekayaan
alam berupa mineral bukan logam
dan batuan, seperti pasir, kerikil,
dan batuan lainnya. Apabila
dikelola  secara legal dan
berkelanjutan, sumber daya
tersebut dapat menjadi sumber
pendapatan penting bagi daerah
melalui pajak MBLB. Pajak MBLB
merupakan pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan
logam dan batuan dari bumi
untuk dimanfaatkan, yang
kewenangan pemungutannya
berada pada pemerintah
kabupaten/kota.

Namun, kondisi di kawasan
lereng Gunung Merapi
menunjukkan realistis yang
berbanding terbalik. Maraknya
oenambangan pasir ilegal
menyebabkan potensi
penerimaan pajak daerah hilang
dengan jumlah vyang sangat
besar. Transaksi pasir ilegal di
kawasan ini bahkan diperkirakan
mencapai triliunan rupiah, namun
tidak memberikan kontribusi aoa
pun terhadap kas dearah.

Padahal, objek Pajak MBLB
meliputi pengambilan pasir,
kerikil, asbes, batu kapur, tanah
serap, belerang, dan berbagai
jenis  mineral bukan logam
lainnya. Setiap orang atau badan
yang melakukan pengambilan
MBLB pada prinsipnya wajib
melaporkan volume material yang
diambil kepada pemerintah
daerah sebagai dasar pengenaan
pajak.

Masalah muncul ketika aktivitas
penambangan dilakukan tanpa
izin resmi. Penambangan ilegal
tidak tercatat dalam sistem
administrasi pemerintah daerah,
sehingga tidak dapat diawasi
maupun  dipungut  pajaknya.
Akibatnya, potensi

penerimaan Pajak MBLB yang
seharusnya masuk ke
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
justru hilang begitu saja.

Maraknya penambangan pasir
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FAKTA TAMBANG
ILEGAL GUNUNG
MERAPI

e 39 depo
pasir ilegal
36 titik tambang tanpa
izin
Estimasi kerugian negara
mencapai Rp 3 triliun
selama dua tahun
terakhir
Potensi

penampung

pajak  MBLB

hilang lebih kurang Rp
600 miliar
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ilegal membuat daerah kehilangan

penerimaan pajak dalam jumlah besar. Aktivitas ini berlangsung tanpa izin,
tanpa pelaporan volume material, dan tanpa kontribusi apa pun terhadap
kas daerah, meskipun nilai transaksinya mencapai triliunan rupiah.
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PAJAK MBLB DAN KERANGKA

REGULASI

Pajak MBLB merupakan pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota. Dasar hukumnya diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Di Kabupaten Magelang, ketentuan
tersebut dijabarkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Pajak
dikenakan sebesar 20 persen dari nilai jual
pasir yang dihitung berdasarkan volume
galian dikalikan harga patokan di mulut
tambang. Skema ini seharusnya menjamin
kontribusi nyata sektor tambang terhadap
Pendapatan Asli Daerah.

Pada Oktober 2025, Tim
Direktorat Tindak Pidana
Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim
Polri mengungkap keberadaan
puluhan depo penampung pasir
ilegal di wilayah Kabupaten
Magelang. Depo-depo tersebut
menerima pasokan pasir dari
puluhan titik tambang tanpa
izin. Dalam kurun waktu dua
tahun, aktivitas ilegal ini
diperkirakan menimbulkan
kerugian hingga Rp3 triliun,
berdasarkan estimasi volume
pasir yang dikeruk dan harga
jualnya di pasaran.

DAMPAK PENAMBANGAN ILEGAL
TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH

(PAD)

Penambangan ilegal mengakibatkan beberapa kerugian fiskal dan ekonomi dan
akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Penambangan pasir ilegal di
kawasan lereng Merapi menimbulkan kerugian berganda yang melumpuhkan
kemampuan fiskal daerah dan merusak lingkungan secara fundamental.
Aktivitas ilegal ini secara langsung mengakibatkan hilangnya potensi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mencapai miliaran rupiah per
tahun, sebuah kebocoran yang signifikan yang pada akhirnya menurunkan

kapasitas fiskal Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Konsekuensi finansial ini

berimbas pada berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai
sektor-sektor esensial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan. Selain kerugian finansial, operasi tambang ilegal juga menimbulkan
kerusakan lingkungan yang parah, yang pada akhirnya akan membebani
kembali APBD melalui biaya rehabilitasi dan mitigasi bencana di masa depan,

melengkapi siklus kerugian total bagi daerah.

Maraknya penambangan pasir
ilegal tidak terlepas dari berbagai
faktor. Dalam beberapa kasus,
praktik ilegal ini bahkan diduga
mendapat  perlindungan  dari
oknum aparat, sehingga semakin
sulit diberantas.

FAKTOR
PENYEBAB
TAMBANG

ILEGAL GUNUNG

MERAPI

Rendahnya
kesadaran hukum
masyarakat,
Tekanan ekonomi,
Minimnya
CINELEINEL
mengenai dampak
lingkungan,
Lemahnya
pengawasan,
Serta penegakan
hukum yang belum
optimal.

Dengan begitu, kasus penambangan
ilegal di Merapi menunjukkan betapa
lemahnya pengawasan, karena daerah
akhirnya kehilangan potensi PAD yang
sangat besar. Dari estimasi nilai pasir
ilegal sebesar Rp3 triliun, setidaknya
Rp600 miliar potensi Pajak MBLB tidak
masuk ke kas daerah. Jika pemerintah
daerah tidak segera memperbaiki
sistem pengawasannya, kebocoran
pajak seperti ini akan terus terjadi.
Karena itu, diperlukan kerja sama yang
jelas antara aparat, pemerintah daerah,
dan masyarakat agar aktivitas tambang
bisa diawasi dengan baik. Rugi fiskal
dari hilangnya PAD bukan cuma
kerugian bagi pemerintah daerah, tapi
juga bagi masyarakat yang kehilangan
kesempatan pembangunan.
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